BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 22.TAHUN 2023

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1)

Mengingat :

2.

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila Kepala
Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Kepala Daerah menyusun Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah paling tinggi sebesar angka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala
Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling
tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai
keperluan mendesak sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran
Kas mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

CPasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tk, 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1822);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
indonesia nomor 6041);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tupgas dan Wewenang Gubernur sebagan
wakil Pemerintah Pusat (Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224},

Peraturan Pemerintahh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

’
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13.

14.

~3 -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negaral Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

9.

Daerah adalah Kabupaten Majene.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Majene.
Bupati adalah Bupati Majene.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.
Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Peranghkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen yang memuat rencana  pendapatan dan
belanja PD atau dokumen yang memual rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD o yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
APBD. /
/



1O Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi I(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat
vang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

I'1. Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan
kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
bentuk barang/jasa.

12. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
Majene.

13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.

15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

Dalam Peraturan DBupati tentang Pengeluaran Kas
Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hanya untuk
keperluan mendesak serta di prioritaskan untuk:

a. belanja yang bersifat mengikat; dan

b. belanja yang bersifat wajib.

Pasal 3
Belanja yang bersifat mengikat sebagamana dimaksud
dalam pasal 2 huruf a merupakan  belamja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlab

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tabun
anggaran vang berkenaan.



Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain:

pendidikan;

kesehatan;

infrastruktur;

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
kewajiban Pembayaran Pokok Pinjaman;

bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
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Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
untuk mendanai pengeluaran kas direncanakan
Rp. 943.388.266.872,- (Sembilan Ratus Empat Puluh
Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta
Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus
Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja operasi;

b. belanja terduga; dan

c. belanja transfer.

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 743.357.958.256,-(Tujuh Ratus Empat Puluh
Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tuuh Juta
Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus
Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdin atas:

a. belanja pegawai; dan
b. belanja barang dan jasa.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.684.888.797,-
(Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Delapan
Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa secbagaimana dimmaksud
pada ayat (1) hurulf b direncanakan sebesar
Rp. 282.564.076.153,- (Dua Ratus Delapan Pulub Dua
Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuhb
Pulub Enam Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b direncanakan  sebesar Rp
10.391.969.300, (Scpulul Milyar Tiga Ratus Sembidan
Puluh Satu Juta Sembilan KRatus Boam Puluh Sembilan
Ribu Tiga Ratus Rupiahj. )

/{
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(2)

(3)

(3)
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Pasal 8

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp. 113.170.929.100,- (Seratus Tiga Belas Milyar
Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua
Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri
atas:

a.belanja bagi hasil; dan

b.belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a  direncanakan sebesar
Rp. 3.974.764.500,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
109.196.164.600,- (Seratus Sembilan Milyar Seratus
Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh
Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak Pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang
selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2024.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana
sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendah

Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebclumnya, serta
amanat peraturan perundangundangan,
dan/atau

d. pengeluaran Daecrah  lamnya  yvang  apabiln

ditunda akan memmbulkan kerugian yvang leibnh
besar bagi Pemerintah  Dacrabh  danl  atau

masyarakat
/
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Pasal 10

Uraian lebih lanjut Pengeluaran Kas Mendahului

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini, terdiri atas :

a. Lampiran | Ringkasan Anggaran Belanja Daerah
yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek belanja;dan

b. Lampiran 1l Rincian Anggaran Belanja Daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek belanja.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 pefjemark 027>

BUPATI MAJENE,

Diundangkan di Majene
pada tanggal ;5 pepemser 023

TARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

FDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 2
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